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PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK

DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Keputusan Menteri Keuangan R.l Nomor 600/KMK.01/2015,
’ tanggal 8 Mei 2015)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 54
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Pe-
rundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Un-
dangan, Kementerian pemrakarsa mem-
bentuk panitia antarkementerian dalam
rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah;

bahwa agar penyusunan Rancangan Per-
aturan Pemerintah tentang Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pert-
ambahan Nilai dapat berjalan secara efektif,
efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk
Panitia Antarkementerian Penyusunan Ran-
cangan Peraturan Pemerintah tentang Pe-
nyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pa-
jak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan seb-
agaimana dimaksud dalam huruf a dan hur-
uf b, berlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Pembentukan Panitia
Antarkementerian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pert-
ambahan Nilai;

Peraturan

pertimbangan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perun-
dang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncocmor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Un-
dang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2014 Nomor 199);

Memperhatikan :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ke-
bijakan Fiskal 2015 Nomor: DIPA-015.12.1.
411880/2015 tanggal 14 November 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERI-
AN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN BA-
RANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSI-
FAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PA-
JAK PERTAMBAHAN NILAI.

PERTAMA:

Membentuk Panitia Antarkementerian
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Terten-
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tu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut
Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya dise-
but Panitia Antarkementerian, yang terdiri atas:

1. Panitia Pengarah;

2. Panitia Pelaksana; dan

3. Sekretariat Panitia,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetap-

kan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA:

Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud

| dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas memberi-

kan pengarahan kepada Panitia Pelaksana berkaitan
dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pe-
nyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Ni-
lai.

KETIGA:

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. merumuskan konsep-konsep mengenai kebijakan
dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Penyerahan, Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Per-
tambahan Nilai;

2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Penyerahan Barang Kena Pa-
jak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

3. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan
Peraturan Pemerintah_ tentang Penyerahan Ba-
rang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
vang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

4. menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah ten-
tang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pa-
jak Pertambahan Nilai;

5. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan
Femerintah tentang Penyerahan Barang Kena Pa-
jak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan
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dalam rangka ‘penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Penyerahan Barang Kena Pa-
jak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; dan

7. menyampaikan laporan secara berkala kepada
Ketua Panitia Pengarah.

KEEMPAT:

Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. memberikan dukungan substantif dalam proses
pengkajian, penyusunan, dan pembahasan Ran-
cangan Peraturan Pemerintah tentang Penyera-
han Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertamba-
han Nilai;

2. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, admi-
nistratif, dan keuangan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas Panitia Pengarah dan Panitia
Pelaksana;

3. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan un-
tuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Penga-
rah dan Panitia Pelaksana; dan

4. melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan

dalam rangka mendukung kelancaran penyusu-

nan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang

Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Per-

tambahan Nilai.

KELIMA:

Dalam menjalankan tugasnya Panitia Antarke-
menterian bertanggung jawab dan melapcrkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan.

KEENAM :

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas Panitia Antarkementerian, Ketua Panitia Pelak-
sana dapat menunjuk akademisi, praktisi, dan tenaga
ahli sebagai narasumber.

KETUJUH:

Masa kerja Panitia Antarkementerian terhi-
tung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri
ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
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KEDELAPAN :

Datam hal terdapat perubahan susunan keang-
gotaan Panitia Antarkementerian, perubahan susunan
keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekre-
taris' Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

KESEMBILAN :

_ Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Kebijakan
Fiskal 2015 Nomor: DIPA-015.12.1.411880/2015
tanggal 14 November 2014,

KESEPULUH ;
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan

kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:

LAMPIRAN

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-
bangunan;

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

5. Menteri Sekretaris Negara;

6. Menteri Perindustrian;

7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi;

8. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;

9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuahgan;

10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;

11. Direktur Jenderal Pajak;

12. Direktur Jenderal Anggaran;

13. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT
STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. Panitia Pengarah:

JT Wakil Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Ketua
2. | Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggota
' 3. | Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Anggota
| 4, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan |  Anggota

5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Anggota

Sekretariat Negara

6. Deputi BT(déng Koordinasi Ekonomi Kementerian Koordinator Anggota
| ' Makre dan Keuangan Bidang Perekonomian

7. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Kementerian Koordinator | Anggota

sumber Daya alam, dan Lingkungan Hidup
| Bidang Perekonomian ‘ :

|
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B. Panitia Pelaksana :

1. I Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan| Kementerian Keuangan Ketua
_ Kebijakan Fiskal
2. Direktur Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan | Sekretaris

Direktorat Jenderal Pajak

3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Anggota
Asisten Deputi Bidang Perancangan-Peraturan Kementerian Sekretariat Anggota
Perundang-undangan Bidang Perekonomian Negara

5. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan " Kementerian Koordinator Angg?)ta
Masyarakat, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian

6. Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Ikiim Kementerian Perindustrian Anggota
Usaha Industri, Badan Pengkajian Kebijakan
Iklim dan Mutu Industri

7. | Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Industri, Kementerian Keuangan -Anggota

Direktorat Jenderal Pajak

34 Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan, | Kementerian Keuangan Anggota

Sekretariat Jenderal

S Kepala Subbidang Fasilitas Pajak Pertambahan | _Kement‘erian Keuan-gan Anggota
Nilai, Badan kebijakan Fiskal -~
10. | Kepala Sub Bagian Hukum Pajak I, Kementerian Keuangan Anggota

Sekretariat Jenderal

| 11.| Kepala Seksi Peraturan PPN industri lil, Kementerian Keuangan : Anggota

| Direktorat Jenderal Pajak

C. Sekretariat Panitia:

| 1. | Faisal Asri Lubis ' Kementerian Keuangan | Ketua
2. Usep Nuryayi Kérnenterian Keuangan . Anggota
3i -Benny Oktis Yanurwenda Kementerian Keua_ngan Anggota £
4. Me.sarah I Kementerian Keuangan - Anggota
e Muhamad Agnansah Herliananda . Lr Kementerian Keuangan Anggota
6. Meys Maharani Kementerian Keuangan Anggota
1 7. | Samadi Kementerian Keuangan Anggota

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO .
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